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PERATURAN DAERAH KABDPATEN TEJLT.JNGAGUNG

NOMOR 55 TAKUN 2003

TENTANG

PAJAK E O m L

DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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Menimbang : tafcwa sesuai dengan ketentuan Pasat 82 aval (2) Undang-undang Nomor 22
i  i i i i i i i i .  1999 tentang Pemcnz&ihan Duwluh (Tin Undang-iindang Nomor IS 
Tatum 1997 tentang Paiak Daerah dan Retnbusi Daerah sebagaimana telati
diubah dcugun Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Unciane-undang Nomor 18 Tamm 199/ tentang Paiak Daerah dan Retnbusi 
Daerah, di^ond .̂ng pedu mengatur kcrnbsl? ketcutuan tentang Pajak Hotel yang 
aiietapkan dengan Peraluran Daerah.

MenotTwrat

/-N

1 T Jndang-T Tndaijig Nomor 32 Tahun 1950 tentang PembentUkah Daerah - 
Odcidii Kabupaten dalar* \ migKirngan Propu.si Jawa Timur j

2. Undang-undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang Hukiun Acara Pitfcna 
(Lcniuftisii Negara 1 shun 1931 Nomor /6, laiiibrlian Eoiiibaran Negara 
Nomor 3209);

3, unuang Nofiiof 12 X«liun. i99 / isnl&i.ig Xsaotan Penyelesatnn 
benrketa Pajck { Lemfcaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan 
Lembaren Negara Nomor 3684 ) \
Undang-undang Noir.or 18 Tahun 1997 tentang Paiak Drcral: dan Retnbusi 
Daerah (Eembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
T ambahrn Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 3685 jo Undang- 
undang Nomor 34 Tahun 2900 tentang Peruhaban atm Undang-undang 
Noiuoi IS Tahun 1997 toiLUmg Pajak DaciNi dan Retnbusi Daerah 
(T emhai an Negara Tahun 2000 Nomor 245. Tambahan T ̂ mbaran Negara

4.

xr------A/\AO\ .
IN IX J X IX J I  - t X J ^ O )  ,

Undcng-Undang Nomor 19 Tahun 3997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Pm*v83 ( Esmb/ii’an Negara laiiuii ? N onior 42, Tsmbfilmn, 
J .embarar Negara Nomor 36X6 1;
Jndang Undang N O O  T o t , - .UXUVl w w A < 1999 tentang Pemerintahan Dacrah 

(Lembaran Negara Nomor 60, iambahan Txmbaran Negara Nomor 3839): 
7. Peraiursn PemeEntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelalcsanaan Undang- 

undang Ncmor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara riciana ( Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Leitibarasi Negara Nomor
n  a  ^  r .  sozjc. ; ,

R. Peratursn Pemetintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
( Lembai'an Negara tuliun 1997 Noiuoi 54, Taiubahan Lemoaran Negara 
Nomor 3691 1:



9. Fcraturr.il Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah Daerah dan Peir.erintah Prbpinsi sebagai Daerah otonom {
Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahati Lembarati Negara 
Nomor 3052);

10. Keputusan Preside*! Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Tcknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk R.ancangr.n 
T Tndang-undang, Rancangan Peratnran Pemermtah dan Rancangan
Keputusan. Presiden;

11. Peratnran Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan 
Orgamsasi Dinas Pcndapatan D&otah iCabupstcn i uiungagung ,

17. Peratnran Daerah Nomor 12 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Dinas Pariwisata dan Kehudayaan Kabupaten Tiilimgagxmg

13. Keputusan Menteri Dalarn Negen Nomor 23 Tahun 1986 tentang 
Ketstituan Umum Nienuanai Pcnyidiic Pecrruvsi Negen Sipil di Lkigkungsit 
Pemeriniah Daerah io Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 4 Tahun 
1997 tentang Pen}4dik Pegawai Negeri Sipil di Iringkixngan Pemerintah 
Daerah;

14. KenntnRsn Menteri Dklam Negeri Mnmor 170 Tahun 1997 tentang 
rcdomau Tata Cara Pcmuiigulau rajak Daciah .

15. Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria 
Wajib lajaiv yang w<yib mcnyvleiiggaraKfin 1 'einbukuaii dan Tata Cara 
Pembukuan;

16. Keputusan Menteri Daiam N jgen b-Tornor 1 /\5 JTaLim 1997 tentang Tata 
Cara Pemeriksaan di Biclans Paiak Daerah.

Dcngan persetujuan

DEW AN PERWAKDLAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATKN TULUNCtAGUNCj

M E M U T U S K a N

Meneiapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG 
PAJAK HOTEL

PAR T

tnrTWVTTTAN ttmttvt 

Pasa! 1

Daiam Peratnran Daerah ini vang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Tiifuiysaauns;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang 

lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati. adalah Bupati Tuhmgagusg;
d. Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah yang seianjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan P.akyat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai 
Badan Legislatif Daeiali;

e. Pern erintahan D aerah adalah petiyelenggaraan Pem erintahan D aerah 
Otonom oleh Pemeibitah Daerah dan Dewan Peiwakiian Rakyat Daerah 
menurut azas Desentralisasi;

f. KccaiUatan adalah \Vilayali kc-Ijo. Cainst sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten;
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g. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang chtetapkan clsh Bupati dengan 
persetujuan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah ;

h. Pejahat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajaksn 
Daerah dan atau Rerribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku;

i. Kas Daerah adalah Kas Pcmeiintali Kauupaitu Tulungagung ;
i. Pai.ak Hotel yang selaniutnva disehut mif-k adateh mingutan Daerah atas 

pelayaiiMi hotel ;
k. Hotel adalah bangunan yang khnsus disediakan bagi orang untuk dapa'i 

meriguiap/sstirahat, ruvinperoiCii pvlayaikan, dan atau fasilitas lainnya 
dengan dipungnt bavaran. termasuk bangurtan lainnya yang menyatu.

.~.U
v v u v v x u r u uiv.ii pihak yang samo, keeuoli untuk pertokoan dandan dimiliki cl 
perkantoran;

l. Pengusaha Hotel adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 
tisalia hotel untuk dan atas namanva sendiri atau untuk dan alas nama 
pihak lain yang menjadi tanggunganry'S ■

m. Surai Pemberitahuan Paiak Daerah yang t-eianjumya disingkat SPTPD 
adalah surat yang dignnakan oleh Wajih Pajak untuk melaporkan 
peihitungan dan pembayaiiui Pajak yang icj.Iiuiang meiturut Peratiuan 
Perumlang-undangan Perpajakan Daerah ;

n. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat 
yang digunakan oleh Wajih Pajak untuk melakukan pembayaran atau 
penyeioian Psjak yoiig torKti tang kc Daortili atau to tcmpat lain yang 
diletapkan oleh Bupati;

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang sebcjutnya disingkat SKPD, adalah 
surat keputusan yang menentukan besamya jumiah pajak yang tsrhutang;

p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Itobahan yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang meniukan tambalian atas 
jumiah pajak yang teteh difetapkan;

ij. Surat Ketetapan Pajak Dat-ruk Lehih Bayar yang selanjutnya disingkai 
SKPDKR adalah surat kenntnsim yang menentukan jumiah kelebihan 
pembdyaran pajak kareiia kiodu lehih be&ar dai i pajak yang tsrhutang atau 
tidak sebarusnva terutang •-■  «w .

i. ijUiat iwktapafi Pajc‘i\ Daotali Buka, yang sd&itjulityft uisingkat SKPDh« 
adalah surat keputusan yang menentukan jutnlah paiak yang terhutang 
sasua besamya dengan kedit pajak, atau pajak tidal; terhutang dan tidal; 
ado kredit pajak;

s. Surat Tagihan Pajak Daerah yang sebnjutnya disingkat STPD adalah surat 
untuk meiakukan tagihan paiaic dm  atau 5-artksi adtninistrasi bempa bunga 
dan atau denda;

i. Badan adalah sekumpuian orang dan atau modal yang meiupakan kesaiuan 
h m  vapg meiakukan maha rpaupun yang tidak meiakukan usaha yang 
mclipuli perseroan teibataa, pciseiuau kuiiiaudiiei, pctseroan laiiiiiya, 
badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, fii-ma, kongsi, kopcrasi, dana pcnsiun, persekntuan, perkumpulan, 
vayasaa organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang 
scjcnis , lembaga, bentuk usaha totap scrta bentuk badan usaha lainnya;

u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhaclap 
Surat Fwetetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajal; Daerah Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Paiak Daerah Kurang Bayar Tambalian, Suiat 
Ketetapan Pajak Daerah. "Lsbih Bayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, 
arau terhadap pemotongan atau pemungutan. oleh pihak ketiga yang 
diajttkan oleh Wajib Pajak ;

v, ruiusaii Banding adalah puiu^tn Bauan Peiiyclesaian Sengketa Pajak atas 
bandmg terhaclap Surat Keputusan Keberatan yang rtiajukan oleh Wajih
i cyaK ,
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w. Femenksaan adalah seranakaian kegiatan untuk mencaii mengumpuikan,
dan mengolah data dan atau kcterangan lainnya daiam rangka pengawasan 
Kepaiunan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan 

Perundano^und n̂jŷ rt iwnaiakah Daerah 
renyidikan tindak piuana di Bidang Pcipajakan Dderail adalah serangkaiaii 
findakan yang dilakukan nleh Penvtdik untuk mencari serta mengumpuikan 
uukti yang dengan bukti itii nioiuuuai teiang ttndak pidana di bidang 
Perpajakan Daerah yang teriadi dan menemukan tersangkanya.

A .

■£> \ T> T T

MAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan Hotel ;

(2) Obyek Pajak adalah setiap Pelayanan yang disediakon dengan Pembayaran 
ui Hotel ;

(3) ObycK Pajak sebagauiidua diiuaKsud pada ayat (2) melipuii .*

a . iaS iitaS  penginiip«X i ataU  xdouivao U llggal Ja ilgkci pCiidek., antfUFft h im

gubuk pariwisata f cottage). motel, wisma pariwisata, bungalow, 
pvGa.iiggrahan uan iiuiiul. peiigsiiapaii ko^ dengati juitdali,
kamar 15 (lima beias) atau lebm;

b. pelayanan penunjang antara lain telepone, faksmile, telex, foto copy,
pel^yajian cuci sterika, taxi dan pengangkiitan lainnj'a yang disediakan 
aiau dikeloia olen holsi,

e. fasilitas olali raga dan hibuiaii, iuiiara lain Fusai Kebugaran (fitnes 
center), kolam renang, tennis, god; karaoke, pub, diskotik yang 
uliediakan atau dikeloia obh hotel;

d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;

Basal 3

Dikecualikan daii obyex Pajak adalah :

a. penyewaan rumah, kamar yang jumlahnya kurang dari 15 (lima beias),
apattemen dan fasithas temnat Hnggal lairwya yang tidak menyatU dengan 
iioiel,

b. peioyailttil tillggal di diiiaiiia iitui pOMOk pwSalitivii J

c. fa^iiitas olah raga nan iiiooraii y aug (uoOuuuiuii v»i hotel yang dipergutiakun 
oieh tamu hotel dengan oemhavaran :

a. pertokoan, perkantoran, psrhankan dan saion yang dipakai oleh umum di
h.r\+c>'i •



e. peiayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan
diinanfaatkan oleh tamn hotel;

Pasal 4

(1) Sttbyck Pajak Hotel adalah orang piibadi atau badan yang melakukan 
pembayaran atas peiayanan hotel ;

(2) Waiib Pajak adalah pengusaha hotel.

BAB HI

DASAR PENGENAAN, TARIP DAN CARA  PERHITUNGAN

Paso! 5

Dasar pengenaan Psjak adalah juinlah pembsyarsn }'ang dilakukan 
kepa hi hotel.

Pass! 6

Tarip pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh petseti).

Pasal 7

Besamya pajak tsrhutang dihituug dsngan cara mengalikan tarip 
pajak sebagaimana dimaksud Pasai 6 dengan dasar pengenaan pajak 
sebagahnana dimaksud Pasal 5.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUT AN

Pasal S

herlnVast
Pajak twiuUtang oipuiigut m wdayah daerah tempat iiotoi

BAB V

MASA PA J A X  DAN SAAT PAJAK TEPJIUTANG

Pass? 9

takwin.
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sain bulan
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Pajak terjadi pada saai pelayanan dan axau psmbayaran di hotel.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN 

rasai i i

(1) Feiiibayaran pajak yang terhutang dihtkuk&n ui Kas Daerah atau temp&t 
lain yang ditunjuk oleh Bupati;

(7) Pembayaran pajak sebsgainuna dirnaksud pada avat. (1  ̂ dilakukan dengan
fiierggimakan SSPD ;

(3) Bentuk, jenis, isi, ukuran SSPD dsn tata cars pembaysran ditetapkan oleh 
Bupan.

Pasai i 2

(1) reinbayaran pajak leiliutaug harus uiiakukan aekJigus alau Innas ;

(2) Bupati dapat itiefiiberikan persetujuati Kfp&cU Wajib Pajak untuk 
meng?r»gsur pajak terhutang daiam karun waktu tertentu, seielah 
mcmonuhi persyaratan yang dUcnvukan ;

(3) Ang^oran pembayarasi pajak sebugairnana dimaksud pacta ayat (2), haras 
ciiLiiculvan secara teratur dan berturut-turat;

(4) Bupaii dapat memberikan persetujutm kepaaa Wujib Fuji k untuk mtaunda 
pembrsyaran pajak sampai batas waktu. yang ditentukar. s %k lah mexnenuJii

persyaratan yang ditenlukan dikenakan buisga 2 % (doa perseri) 
sebnlari dari junilah pajak vang bp.liitn Man lmrmtg dlhr-vŷ r ;

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan rosminda pewbayaran seria tala 
oara pcuiDayarau arigsui'an alsu pcuUiiuS<iri s>cbagAim«r»a dimaksud. pads 
avat (3) dan (4), ditetapkan ok-h Bupati.

t >  -i 12 l / T Tv j.jl

SURAT PEMBERITAIITJAN PAJAK DAERAH 

pYsa] 13

(1) Setiap Wajib Pajak hams metigjsi SPl’PE) *

(2) SPTPTJ sebagaimana dintaVwd pada ayat (1), barns d«?i dengan jelas, benar 
dan lengkap serta ditaiidatangani oleli Wajib Pajak atau kuasanya ;

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada 
Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhimva masa
X  « * J U A  .

Fasa! 10
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(4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan
oleh Bupaii.

BAS V nl

TATA CARA r  ERrilTUNGATPENE TAPAN DAN 
PFNAGTTTAN PAJAK

Pasa! 14

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 avat (1)., Bupati 
ntcnwiapkan pajak tcrliutang dongaa mejierbviksATi SKJPD \

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang 
dibavar setelah lew at waktu paling (ama atau kurang 30 (tiga puluh) han 
sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi benapa bunga sebesar 2 
% (dua persen) dari paiak terhutang sebulan dan ditagih dengan 
menerbitkan STPD.

P asal .15

w Wajib Pajak yang meiubayar stnuiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (l), digunakan unti«k menghitung memperhitungkan dan 
iuwnvlapkm pajak sonuisi yang lerhul&ng *,

v-gz Dakiin jangka waktu 5 (liiia*j tulvuii ov^nduli sac■. iwrliUt&ngnya pajak, Bupati 
ctanat menerbitkan:

a. SKPDKB ;
b. SKPDKBT
c. S K P D N .

(5) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) kuiuf a uiteibitkan :

a. apabila berdasarkan basil pomeriksaan atau kotcrangan lain pajak yang 
terhutang tidak atau kurang dibayar. dikenakan sanksi administrasi berupa 
bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar untuk iangka waktu palms iama 6 (enam) bulan 
dihitung sejak saat terhutangnya pajak ;

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan 
dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 
% (dua persen) sebulan dihitung daii paiak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak 
saat ivihutangnya pajak,

c apabila kewajiban mengiri SPTPD tidak dipenuhi. pajak yang terhutang 
dihitung secara jabatan dan uAeu4k.au sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak 
GilfuTlbah sailksi aurUmiStraSi bcrUpa DUilga SvbcSai’ ^ % (dua pOrSCIl_ 
dihitsimg dari pajak vang kurang atau terlambat. dibayar untuk jangka

paling lam,,i.i \J (wxitixiij buiCA'i dUiitUAig oCpuC iiiui twiiiUtixtlglYytX p&juu£.
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(4) bKPDkBT sebagaimana dimaksua pada avat (2) htirur b diterbitkan apabila 
diteinukan data bam atau data" f’&ig sernuh belurn terungkap yang 
ffienyetabican penambahan jumiah pajak yitlg twbutang, akan dikenakan 
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesat 100 % (seratus persen) dari 
kckurahganrpajak terscbut;

(4) SKPDKjBi sebagaimana dimaksua pada avat (2) hurui b aiterbitkan apabila
(5) & & & * * > * * & * * *

S W I ) i M s ' b c S f e t r t - a  dertgas'jlHliM k fo tt pajaU «a®
|M  % (serstus persen) dari

'kekurangan pajak tersebui;
((T) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang s daiam SKPDKB dan

iiaatiki "  ’ ' “ '  -
sanksi administrasi berupajd i ia m ^  !iier

but^a sebesar 2 % (dua persen) sebtibn;
AnShiln VMvaiiKim membayar pajak ter-y u  J  1  ^ p u J u u  1 V V Ilf-, UUJ.U1L)lUOIi i i iv i i iU ii^ u i  pujt^ix i C i i i u l u i l g  U iU iU ii SKPDKB dull 
SKPDKB I sebagaimana dimaksud pada ay at (Z) burnt a dan b tidak atau 
tidak sepenuhnya dibayar daiam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih 
dengan menerbitkan STPD ditamban dengan sanksi administrasi berupa
bung?, sebesar 2 % (dus persen) sebulan ;

(7) Penambahan jumlah pajak yang termitang aebagatmapa dimaksud pada avat 
(4) u'cuik dikenakan apabila Wajib Pajak mclapoikan sendiri sebelum 
dilakukan tindakan pemeriksaan.

j j. wguran no, sl»l«•. pwiiiigutaii aiaa owut iuui y u^g sc-jenis ssbagai uVtus
tindakan oeiaksanaan penasdian paiak aikeluarkan / (tuiun) iiari se;,ak saat 
jatuh tempo pembayarar.;

(2) Daiam jangka. waktu 7 (tujub) hari setelah tungga! sural' teguran. atau surat 
peringatan atau sural lain yang sejeiiis, wajib rajak hams melunasi pajak 
y?ng terhptang ;

(3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana 
ciiiTiuKsutl pada ayst (1) uikeiuafkari olclt Pojabat yang diiuiyuk Bupati.

Pasal 17

(1) Apabila jumiah pajak vane masih hams dibavar tidak dilunasi daiam jangka 
waktu sebagaimana ditentukan daiam Surat Teguran atau Surat Peringatan 
atau surat iain yang sejenis, jumiah pajak yang hams dibavar ditagih dengan
surat paksa \

(?) Pejabat menerbitkan surat paksa secer? se+elab lewat ?l (dua puluh satn) 
iiari sejak tanggal sural legman aiau suial peiiiigaian aiau, surat lain yang
seienis

x xr.xxixyiiki- pajak yang iu ii l*o y iti ii»xixlv vlliLiiiivoi viiiiuxi i  jangka waktu 2 x

Z4 tarn sesudah tanggal pembentahuan Surat paksa, Beiabat yang ditunjuk segera 
mcr. erbiti’T.ii Surat Perintah Ate la be r.ur.km Pcm itaan.
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Setelah dilakukan penyitaan ckm Wajib Pajak beium juga meiunasi 
hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejnk tanggal pelaksanaan Surat 
Periniah ivldaksanakan Penyiiaan, Pejabat mengajukan permintaan peneiapan 
tanggal pelelangan kepada Kantor I^lang Negara

Fasal 19

Fas&l 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat 
pelaksanaan lelang, Jura Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis

D'xol'i w p u v t u  t y  u j i i '  i  u j a R .

Pasai 21

Bentuk, jenis dan isi ionnuilr yang dipergunakan unmk peiaksanaan
pajak daerah ditetapkan oieh Bupati.

V

BAB IX

FENGURANGAN, KERINGANAN DAN FEMBEBASAN PAJAK

Basal 22

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat membeiikan 
pengurangan, keringanan dan pembebasan paiak ;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

(i} vvajii> pajak dapat rneugajiiriau Keberman Konya kepada i uipati atau pejabat 
yang ditunjuk atas suatu :

a. SKFDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB ;
d. SKPDN.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan- 
alasan yang jelas ;

(3) Dalam lial Wajib Pajak mengajukan keberaian atas ketetapan Pajak seeaia 
jabatan. Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan 
Pajak lersebut;
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(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka wakra paling lama 3 (tiga) bulan 
sejal: tanggal surat, tanggal pemorongan atau tanggal pemungutan 
sebagaimana dimaksud ayat (i), kecuaii Wajib ajak dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi ’.arena dalam keadaan diluar 
kckuasaaimya;

(•>) Kebci atdii yang tidak iueiaenulu peisy&auui ecbagaiinaria dimaksud ayat (2) 
dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak
dipcr iuiis, angkan

Pengujuaii keberatan tidal; menunda kewajiban membayar Pajak dan 
pelaksanaan penagilian Paiak sesuat ketentuan vane beri-ku.

Pjjtjl 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permob.onan banding hanya kepada Badan 
Pcnycicsaian Scngkela Pajak iciiiauap keputusan mengeiiai keberatan yang 
ditefapkan oleh Bupaii;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis 
dalam Bub ass. Indonesia, dengan alas an yang jol*3 dmara jangka waktu 3 
(tiga) bulan sejak keputusan diterima. dtlampiri srPtnan dari Surat Keputusan
vJO\;ryv,i. ?

(3) Pengajuan permohonan banding tidal: menunds kewajiban membayar Pajak 
dan peiaksanaan penagilian Pajak.

Apabila pengajunn ^eberatau atau banding d*V.abu1kan sebagian atau 
sokuiuluiya, kclcbilian pembayaiau Pajak dikombai.&ui cieugan curambab imbalaa 
hrsnora sebesar 2 % (dua person) sebulan untuk paling lama 2'-' (dua puluh empat)

B A B  XI

FEMBETUIiAJM. FEMBATALAN. FEJNGCi'KAJNGAN 
KETETAPAN DAN PENCILAPUSAN ATAU 
PEIS GURAiN GAIN SAIN 11 SI A DM11N1STKAS1

Pasal 26

(l ) Bupaii karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
a. mcmbetulkan SKPDKB aiau SKPDKBT atau SiPD yang dalain 

penerbitaimya terdapat kesatahan bitungan dan atau kekeliruan dalam 
poitciapan Peiatuidii PeniiiUaiig-uiiuauga»• reipajakfiii Daerah j
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b. mengurangkan atau menghapus sanksi admuiwtvasi berupa bunga, 
desida dan kesaikan Pajak yang terhutssg menurut I'eratuxan 
rerundang-unoangan Perpajakan Daerah, daiam hal sanksi tersebut 
dikenakan karetia k«?khi!apan Wajib Pajak atau bukaxi karetia 
kesaiahannya ;

c. roengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak 
benar ■

( 2 )  i  cita  C a f a  p d lg U r S i ig i i i i i  t ita u  p C i lg lt S p U S fi l l  S a n k s i  a d m i n i S  t i  &$i Ua£l

pengurangan atau pembatal&n ketetapan Pajak sebagatmana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan keputusau Bupati.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMB AY ARAN PAJAK

Pasai 27

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan 
nerroobonan pengembalian kepada Rupati ;

(2) Bupati daiam jangka waktis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 
Cuivirnisiiya perniohonari pengemoaiian ivoleuman pcxubsyaran pajak 
sebagaimana dimaksud nada ayat (1 i harus membenkan keputusan ;

(3) Anabila langka waktu sebagaimana dimaksud nada ayat (2) dilampauL 
Bupati tidak memberilam ksputusan pennokonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak dianggap aikabuikan dsn SKPDLB harus diterbitkan
daiam waktu paling lama 1 (satu) bulan *

(4) Anabila Wajib Pajak mnrrnumy.a? hutang Pajak lainnya, kelebihan 
pviubayaian Pajak sobagaiiuana uiniaksuu pada ayat (2) lattgsung 
diperhitungkan untuk melunasi teriebib dabulu hutang Pajak dimaksud ;

Basal 28

(1) Penuokonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dtajukan secara 
tertulis kepada Bupati sekuiang-kuranenya dengan menvebutkan :

a. nama dan alamat Wajib Pajak ; 
h. mans Pa’ak ‘
c. besamya kelebihan pembayaran Pajak ; 
d alasan yang jelas.

(?) Permdhonan pengambilan kelebihan pembayaran Pajak disampaikan secara 
langsuiig atau melahu pos tcioacat,

w / ■ i v*ivti pviivO llltU lll o lv i i  P  w jiibiil j jd v i 'iu l  u luu  liUiiSd p v i i g j i i / i p O S  t>
merunakan bukti saat permohonan ditenxna oleh Bupati.

L VUtUt



Fasal 2^

U) PengembaJian kelebinan pembayaran paiak riiiakukan dengan menerbitkan 
Surat Permtah Mernbawar tDd^biHnn pDsk •

(?) Ambit* kelebihan pembayaran Pajak dmerbiuino-kan dengan hutang Pajak 
laiiuiya, sebagaimana dimaksuu rasa! 27 ayai (4) pexitbayaran dil&kukau 
dengan cara pemindahbukuan dari buktt perhindabbiikuan juga berlaku 
sebagai bukti pembayaran.

BAB X HI

KEDALI J WARS A. FKlNAGUrlAN

Basal 3U

(1) Plak unmk melakukan penagihan Paiak, kedahiwarsa setelah melampaui 
jangkr waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhntangnya Pajak, kecuali 
apabila wajib Pajak meiakukan ilnuak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;

(2) Keuaiuvvcusa penaguiiuj. Pajak sebagauuaua Uimak&uU ayai (1) teftaiiggttli
apabila:

a. Diterbitkan Surat Teenran dan Surat Paksa
U A ,?ivuu pengakuan huUuig Pajak 

tidak langsung.
vmBI V\ a j w  P t y f i k  b « I \ v  liiXigStillg mililp

BAB XIV

PEMBUXXIAN DAN PEK-1ERIKSAAN 

PasaJ 31

(1) Wajib Pajak yang memennhi VHteria tertentn wajib menyelenggara- Van
peiiibhkuaii

(2) Isanwiid vVajib Pajak sebagai tiiart« dinicdesud pacta ay at (i) dan tata cara 
pembukuan ditetapkan Bupati dengan beroedotnan pada ketentuan yang
U V U ‘J J V U .

Fasal SI

(i) Bupau berwenang meiakukan pemeiiksaan untuk menguji kepamhan
pcmenuhan kewajiban Perpajakan Daerah daiam rangka pelaksanaan 
reraturan Perundang-unuangan Perpajakan Daerah ;
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a. memperlihatkan dan aiau meminjamkaii buku atau catatan, dokumen 
yang menjadi d&saniya Pajak yang terhntang ;

b. memberikan kesempaian untuk memasuki icinpai aiau ruangan yang 
dianggap perlu dan memberi bantiwn min a. kelancaran pemeriksaan ;

(3) Tata cara pemeriksaan najak ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai 
Kclcntutin yang berlaku.

( i ) W aim  F aiak  yan g  d ip e rk sa  w a jib  :

BAB XV

KEXEIYi UATN KHUbUS 

Fasai id

(I ) beiiap pejabat dilarang memberiianukan kepada pihak lain yang tidak berhak, 
segaln sesuatu yang diketahui atali dibentahnk.ui kepadanya oleh Wajib 
rajak dalam rangka jabaian atau pckeijaan untuk menjalarikan peraturan 
Perundang-undangan Perpajakau Daerah. kecuab seharai saksi atau saksi 
aliii daiaxii sidaxig pCiigauilaxi ,

(2) jLai'aiigaii SCb&fî tllcuia dmiakaiid pada iijai yI) b v i l t f k U  jug& terhavlap allil- 
ahli vang ditunjuk oleh Bupati untuk mem bantu dalam peiaksanaan

sip(\jultuu ITiix/iiiii iwCualj. sebagai oaivSxperaturan Perundang u 
atau salcsi anti dalam sidans oenaaddan:

(3) Untuk kepentingan daerah, Bupau berwenang memberi ijin terrulis kepada 
pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2), supaya memberi keterangan, 
memperlihatkan bukti leriulis dan aiau leniang Wajib Pajak kepada pihak
yang ditnnjuknya;

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau 
perdata atas permintaan hukum sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan 
Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi ijin tertulis untuk meminta 
kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2), bukti tertulis dan keterangan 
Waiib Paiak yang ada padanva;

(5) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud ayat (4) harus menyebutkan nama 
terdakwa atau nama tergugat, keterangan- keterangan yang diminta serta 
kaitan antara perkara pidana aiau perdata yang bersangkutan dengan 
keterangan yang diminta tersehut.

BAB XVI

F E N Y I B I K A N  

Pa^ail 34

) i ei iyidiktiii dan ponuntutuiL terxiiidup pcuuiggui’uu u a m  ketentuan couuit 
Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Peiabat Penvidik dan Penuntut sesuai

i  k e ten tu an  P eratu r; r» iin.'l'in'Ti*-
u jl vx vfx xv»v*xî  v*t i m g berlaku
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(2) Disampmg Penyidik sebagaimana dimaksud avat ( i)  Pasai ini Pejabai 
Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang kliusus sebagai Penyidik Tindak Pidana di bidang Perpajakan 
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud daiam Pemndang- 
unuangm yang berlaku,

n \ We wenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ay at (1) adalah :

a. menerima, mencari, mcngumpulkaii, dan mcneliti keterangan atau 
iaporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah 
agar keterangan atari Iaporan iviowbut menjadi lenglcap dan jelas ,

b. meneliti, mencari. dan mengumpuikan keterangan mengenai crane 
pri&adi atau badan tentang kebenorsn perbuatn yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah rersebut;

c. - meminta keterangan dan hahan bukti dari orang pribadi atau bad.an
sehubungan dengan untiak pidana ui bidang Perpajakan daerah ; 

d memeriksa bllkn-hukn ratatan-natatan r?jm rlnkmr*^n-dokumetv lain 
bcikcnaan dengan iiudak piuaua reipajakaii Dacian , 

e. melakukukan penggeiedahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pcmbukuan, penoatataii, dan dokuriicn-doKuiiieii lain, serta melakukan 
penvitaan terhadap bahan bukti tersebut;

&•

momrnta bstitUun teriagc shli OuA&iti x<Uagi\u. 'pvaaksanixan. tiigas penyidik 
tmdak pidana dt bidang Perpajakan Daerah ;
nienyuruh berhenti, mslarang seseorang meninggalkau ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang benangsung dan memeriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 
pada haruf e;
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peipajakan
Daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan ri'periksa sebagai 
ieisangka atau saiiksi,

j. menghentikan penyidikan;
k. molakukan tindakan lain yang periu untuk kdancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah mermrut hukum vans 
dapat dipeitanggungjawablcan.

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
atmuiainya penyidikan dan menyampaixan nasu penyiciikannya kepada 
Pemmtul Umum, melnlni Penyidik Pejabat PoSsi Negara sesuai keientunn 
yang uiaiur daiam Undang-undang riuKum Acara Piuana yang berlaku.

r u r w t t

k e t k n t u a n  p id a n a

Pasai 35

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannva tidak menyampaikan SPTPD
atau nxengssi dengan tidak betiar atau tidal; lengkap atau
meiampirkan keterangan vang tidak benar sehmgga merugikan. 
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana lairungan paling lama ? 
(nga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta 
rupiah);



(2) Wajib Pajak yang dengan sengaia tidak menyampaikan SPTPD atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidal; lengkap atau mefcimpirkan keteraagan 
vans tidak benar sehingga merugtkan keuangan daerah dapat dipiciana 
penjsra paling lama 6 (enaxn) bulan dan atau donda paling banyak pvp. 
b.uuu.uuu,00 (lima juta rupiah).

P222? -a £

Tindnk pidana sebagaimana dimaksud daiam Pasai 34 tidak ditimtut 
seleiah mciaxnpaui jangka waklu 10 (scpuiuh) lahun sejak saafc terhutangnya 
pajak atau bsrakbimya Masa Pajak atau berakbtmya Banian Tahun Pajak atau 
uoidkliimya Tahun Pajak.

Pasa! 37

(1) Pejabat yang dengan sengaia tidak memenuhi kewatiban merahasiakan hal 
sebagaimana dimaksud Pasai 33 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan 
pidana kurungan paling iama 6 (eoam) buian atau denda paling banyak Rp. 
2.000.0000,00 (dua juta rupiah);

(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang 
yang menyebabkan tidak uipenuiiinya kewajiban pejabat sebagaimana 
dimaVsnd daiam Pasai 33 ayat (1) dan ayat (7) dipidana dengan kurungan 
paling lama 1 (satu) takun atau deiiua paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lina
juta rupiah);

(3i Penentuan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
111 vxj) hanya duiuvuiviui atuo pwiigâ *Uwn yn»>g amahasiamlya

dilanssar.

BAB XVIII

KETENTTtAN PERALIKAN 

Pasn? 38

Seiama belum ditetapkan R'etenhian Pelaksanaan Peraturan Daerah ini 
maka selurali Ketentuan, Pedonian atau Instruksi yang tclali ditetapkan sepanjang 
tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

t>«-yci

Dengan beiiakuirya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Tuiungagung Nomor 13 I  ahun 3999 tentang Pajak 
Motel dan Restoran dinvatakan die a but dan tidal; b erlaku.
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BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 40

Hal-ha! yang belurn cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini muiai berlakn pada tanggal diundangkan.

Agar seiiap orang dapat metigetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulungagung.

Ditetupkan di : T u l u n g a g u n g  
Pada tanggal : 19 September 2001

BUPATI TULUNGAGUNG

ltd.

Drs. IT. A. BOEDI SOE3ETYO, MM

Diundangkan di Tulungagung 
Pada tanggal 20 September 2001 

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. TUKIDJQ. MM 
\  -  Pembina Utama Muda

NIP. 010 086 615

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
TAHUN 2001 NOMOR 5 SERI A.

. Sesuai dengan aslinya
ASlS.TEN EKONOMt DAN PEMBANGUNAN

— Ir. A. FAROUO MAS* UP 
Pembina Tingkat I 
NIP. 080 029 883
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ATAS

PERATUPJ^-T DAERAH KABUPATEN TDLUNGAGUNG 

NOMOR 55 TAHUN 2001 

TF.NT.ANG 

PAJAK HOTEL

T D F M T !? 1  A<£V!\TA* A J.WA > *-/ \k/i ̂  X V/X»XUA»JL

Bahwa pada hakekatnya ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Tulungagung Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pajak Hotel dan Restoran yang dalam 
pelaksanaannya cukup tertib dan memenuhi syarat.

Akan tetapi dengan diterbitkarnyya. T JndangA Tndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
PeiiibaliM Oadaiig-Uudatg Noiuor to Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribu&i 
Daerah tnaka Paiak Hotel dan Restoran dimaksud diubah meniadi Paiak Hotel oleh karena itu
p w l i l i  dibw iaU aikiaii.

TTn.-f-.rl- nieU j votiaiiviii Perxiturari D ac iu ii o-eout v*r&£us pern* d ia tu r d d ig a ii
memianakan ketentuan-lcetentuannva dalam suatu Peraturan Daerah.

ii. PEISJELAsa IS FAsAL DEMI PASAD

Pasal I s/d rasai 10 Cukup jcias.

r * . . .1 1 i  __ <. s i  \rasoi j. i av<u Dj : Ivto Dawiaii aiau toilTp a t laiii yaiig ditunjuk adalah ;
Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan 
Daerah fvabupaton i uiuiigagung. dan Peirioantu 
Bendaharawan Khusus Penerima yang ada di 
TJPTD yang ada di wilayah Kabupaten 
Tulungagung.

Pasal 11 ayat (2) s/d Pasal 41 ; Cukup jelas

oooOooo-


